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PERINGKAT PEMENANG KANTOR PELAYANAN 01 LlNGKUNGAN DEPARTEMEN
KEUANGAN SEBAGAI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN TAHUN 2009

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good
governance). melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat, dipandang perlu menetapkan kantor pelayanan
percontohan di lingkungan Departemen Keuangan;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian secara langsung dan pen!Jukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Tim Penilai, telah diperol'3h hasil
penilaian atas kantor pelayanan yang patut dan layak diberikan
penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Percontohan; ,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan ·sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Peringkat Pemenang Kantor Pelayclnan di
Lingkungan Departemen Keuangan sebagai Kantor: Pelayanan
Percontohan Tahun 2009;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelen,;)garaan
Negara yang Bersih dan 8ebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Instruksi Presiden Nomor 1 Ti:lhun 1995 tentang Perbaikan Mutu
Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, sebaoaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
73/PMK.01/2009;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .194/KM.1/2009, tentang
Pembentukan Tim Penilai Kantor Pelayanan Percontohan
Departemen Keuangan Tahun 2009;

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor.
PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
Pelayanan Publik;

IMEMUTUSKAN: ...




